
xiii 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

 

Boedi, Harsono. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-

Undang. Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan. Jakarta 

Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (Eds.). (2010). Adat dalam Politik 

Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 

Efendi, Jonaedi, and Prasetijo Rijadi. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif 

Dan Empiris. Jakarta: Kencana. 

Holleman, J. F. (Ed.). (1981). Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law. KITLV, 

Leiden. 

Ismail, Nurhasan. (2007). Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi 

Politik. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan 

Ekologis (HuMa), Jakarta. 

Ismail, Nurhasan. (2024). Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah. 

Malang: Setara Press. 

Parlindungan, A. P. (1989). Hak pengelolaan menurut sistem UUPA. Bandung: 

Mandar Maju. 

Santoso, Urip.S (2017). Hukum Agraria: Kajian Komprehenshif. Prenada Media. 

Sembiring, Julius. (2018). Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat. 

STPN Press. 

Soesangobeng, Herman. (2012). Filosofi, asas, ajaran, teori hukum pertanahan, dan 

agraria. STPN press. 

Sumardjono, M. S. (2020). Agenda Yang Belum Selesai: Refleksi Atas Berbagai 

Kebijakan Pertanahan. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah 

Mada. 

Sumardjono, M. S.W. (2008). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan 

budaya. Penerbit Buku Kompas. 

Suteki & Galang Taufani. (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan 

Praktik), Cetakan Ke-3. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 

 

Artikel Jurnal 

 

Cahyaningrum, Dian. (2022). Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum 

Adat untuk Kepentingan Investasi (Management Rights of Customary Law 

Communities Ulayat Land for investment purposes). Negara Hukum: 

Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 13(1), 41-59. 

Earlene, F., & Sitabuana, T. H. (2024). Tanggung jawab negara terhadap hak 

masyarakat hukum adat di Pulau Rempang dalam perspektif HAM. Tunas 

Agraria, 7(2), 144-161. 

Krismantoro, D. (2022). Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: 

Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat. 

AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, 4(2), 21-32. 

Pertimbangan Pemberian Hak Pengelolaan Tanah di atas Tanah Ulayat dan Kompatibilitasnya
dengan
Penggunaan Tanah Adat oleh Masyarakat Hukum Adat: Studi Kasus Kampung Naga, Kabupaten
Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat
Adiani Mutiara Khafidzoh, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



xiv 

 

Santoso, Urip. (2012). Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional. 

Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(2), 275-288. 

Silviana, Ana. (2017). Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi 

Dan Implementasi. Diponegoro Private Law Review, 1(1). 

Simarmata, R. (2021). The States Position regarding Registration of Customary Land 

(Orientasi Negara dalam Pendaftaran Tanah Adat di Indonesia). The 

Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 1(1), 3. 

Sumardjono, M. S. (2007). Hak Pengelolaan: Perkembangan, Regulasi, dan 

Implementasinya. Jurnal Mimbar Hukum. 

Wihardi, D., Hernandi, A., Abdulharis, R., & Handayani, A. P. (2010). Sistem 

konversi hak atas tanah adat Kampung Naga. Jurnal Sosioteknologi, 9(20), 

883-894. 

 

Laporan Hasil Penelitian / Makalah Konferensi Seminar 

 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2022) Tentang Kongres Masyarakat Adat 

Nusantara (KMAN). Sekretariat Panitia Penyelenggara Rumah AMAN. 

Enemark, S. (2009). Managing Rights, Restictions and Responsilities in Land. In 

GSDI 11 Proceedings. 

Kusumawati, T., Purwantiasning, A. W., & Anisa, A. (2015). Penetapan Kawasan 

Adat Kampung Naga sebagai Area Preservasi atau Isolasi dalam Upaya 

Menjaga Keberlanjutan Arsitektur Tradisional. Prosiding Semnastek. 

 

Tesis/Disertasi 

 

Andora, Hengki. (2019) Penguasaan dan Pengelolaan Tanah oleh Instansi 

Pemerintah (Interaksi Hukum Pertanahan dan Hukum Keuangan Negara 

dalam Sistem Hukum Indonesia). Disertasi. Universitas Gadjah Mada. 

Ramadhani, Rahma. (2024) Dinamika Respon Masyarakat Adat Terhadap Kebijakan 

Pendaftaran Tanah di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya. Diploma 

thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 

Sembiring, R. (2013). Pandangan Kritis tentang Penyelesaian Sengketa Hak Atas 

Tanah Adat dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional (Studi di Kabupaten 

Simalungun) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara). 

Senastri, N. M. J. (2019). Urgensi Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 

Yang Berbasis Kearifan Lokal Dalam Sistem Penataan Ruang Nasional 

Berkelanjutan. Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya. 

Pertimbangan Pemberian Hak Pengelolaan Tanah di atas Tanah Ulayat dan Kompatibilitasnya
dengan
Penggunaan Tanah Adat oleh Masyarakat Hukum Adat: Studi Kasus Kampung Naga, Kabupaten
Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat
Adiani Mutiara Khafidzoh, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	KATA PENGANTAR
	DAFTAR  ISI
	INTISARI
	ABSTRACT
	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang

	B. Rumusan Masalah
	C. Kontribusi Penelitian
	D. Keaslian Penelitian

	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Hak Ulayat
	B. Hak Pengelolaan

	BAB III
	METODE PENELITIAN
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
	B. Jenis Data dan Bahan Hukum
	C. Cara Pengumpulan Data dan Bahan Hukum
	D. Analisis Data

	BAB IV
	PEMBAHASAN
	A. Pengaturan tentang Penatausahaan Tanah Ulayat
	B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
	1.  Karakteristik Wilayah dan Masyarakat Hukum Adat Kampung Naga
	2. Pemanfaatan Tanah di Kampung Naga
	3. Sistem Penguasaan Tanah di Kampung Naga

	C. Pertimbangan Pemberian Hak Pengelolaan di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kampung Naga
	1. Dinamika Pendaftaran Tanah di Kampung Naga
	2. Pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemberian Hak Pengelolaan

	D. Kompatibilitas Antara Orientasi Pengaturan Hak Pengelolaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dengan Pandangan Masyarakat Hukum Adat Kampung Naga.
	1. Pergeseran Orientasi Hak Pengelolaan dalam Peraturan Perundang-Undangan
	2. Kompatibilitas antara Orientasi Hak Pengelolaan dengan Pemanfaatan Tanah di Kampung Naga


	KESIMPULAN DAN SARAN
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



